
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1159, 2021 KEMENDES-PDT. Uji Kompetensi. Jafung 

Penggerak Swadaya Masyarakat. 
Penyelenggaraan. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK 

SWADAYA MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Uji 

Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya 

Masyarakat; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1143); 

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1350); 
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1256); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG 

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN 

FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui 

penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai 

kemandirian yang berkelanjutan.  

2. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang 

selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui 

penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka 

mencapai kemandirian dan berkelanjutan.  

3. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan 

menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk 

pengembangan komitmen perubahan, pengembangan 

kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian 

masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, 

produktif, sejahtera, dan berdaya saing. 
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4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau 

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

7. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis 

maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang 

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau 

belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 

8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat 

LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi 

kompetensi kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat 

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang 

diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang 

menerangkan bahwa seseorang telah menguasai 

kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar 

kompetensi kerja.  

10. Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian 

kompetensi teknis yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional 

Sertifikat Profesi. 

11. Instansi Pembina adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 
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12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 

Penggerak Swadaya Masyarakat dimaksudkan untuk 

menjamin dan memastikan kesesuaian kompetensi 

dengan jabatannya.  

(2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 

Penggerak Swadaya Masyarakat bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat. 

 

BAB II 

UJI KOMPETENSI 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan standar 

kompetensi. 

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai standar 

kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya 

Masyarakat. 

 

BAB III 

TATA CARA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Instansi Pembina dalam penyelenggaraan uji kompetensi 

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 
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